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Motto

Barang siapa melepas kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan
melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahannya di hari kiamat;
Barang siapa memudahkan orang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan
urusannya dunia dan akhirat*

(Terjemahan Hadist Bulughul Maram )

' Atsgalani, Ibnu hajar.1994. Tarjamahan hadist Bulughul Maram. Bandung:Gema Risalah
Press.
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RINGKASAN

Tindakan privatisasi asset negara banyak dilakukan, baik terhadap Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan negara lainnya.
Alasannya,pada waktu itu ekonomi Indonesia mengalami masa krisis dan
kebutuhan perusahaan sebagai tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas perusahaan, melalui perubahan status hukum, organisasi dan
pemilikan saham. Privatisasi juga dilakukan untuk penyehatan perusahaan.

Padahal tindakan privatisasi tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi
pemerintah maupun rakyat Indonesia. Bahkan sebaliknya, dengan privatisasi aset
negara oleh pribadi maupun asing ini dapat merugikan bangsa. Bila deviden yang
dulunya dihasilkan BUMN sebagian besar langsung masuk kas negara, dengan
beralihnya kepemilikan aset, secara otomatis pemerintah hanya akan mendapat
pemasukan dari pajak. Padahal nilai nominal yang diperoleh dari pajak masih
terlalu kecil, jika dibandingkan dengan pemasukan BUMN saat masih dibawah
kendali pemerintah sendiri.

Praktik privatisasi BUMN vyang belakangan marak dilakukan oleh
pemerintah Indonesia dianggap sebagai jalan keluar yang paling baik untuk
melaksanakan amanat demokrasi ekonomi untuk menyehatkan BUMN-BUMN di
Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pada
beberapa BUMN, ada yang diprivatisasi oleh pihak asing, bahkan dalam jumlah
kepemilikan saham yang cukup signifikan. Privatisasi BUMN kepada pihak asing
ini dinilai “menggadaikan” nasionalisme Indonesia. Selain itu, BUMN tidak lain
adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya
vital yang memegang hajat hidup orang banyak. Menurut Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya yang seperti
demikian itu harus dikelola oleh negara.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu: pertama, tentang pemaknaan
Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait
dengan sistem perekonomian nasional ; kedua, tentang harmonisasi Undang-
undang Penanaman Modal dan Undang-undang BUMN terhadap Pasal 33
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dan yang ke tiga,
tentang privatisasi BUMN oleh modal asing ditinjau dari amanat Pasal 33
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dampak dari
Privatisasi BUMN oleh modal asing terkait Pasal 33 Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penulisan skripsi ini dalam metode penelitian menggunakan tipe penelitian
Yuridis Normatif; pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang
(statute approach),dan pendekatan konseptual (conseptual approach); sumber
bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan
analisa bahan hukumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, tersirat bahwa poin utama dari perekonomian Indonesia
adalah kesejahteraan rakyat. Di sinilah peran demokrasi ekonomi, yaitu sebagai
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pemandu pengelolaan BUMN agar dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat.
BUMN harus dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga dapat
menyediakan produk-produk vital yang berkualitas dengan harga yang terjangkau
bagi rakyat. Selain itu, BUMN juga harus berupaya memperbaiki
profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama
bagi pemerintah, terutama untuk mendanai defisit anggarannya. Hal ini akan
sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat, karena BUMN tidak lain adalah
pengelola sumber daya yang vital bagi hajat hidup rakyat banyak, sehingga tentu
akan sangat merugikan rakyat jika BUMN jatuh bangrut atau pailit.

Apabila dilihat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, tampak bahwa sebenarnya privatisasi BUMN kepada
modal asing yang bersangkutan jelas bertindak atas nama swasta yang tentu saja
bertindak dengan didorong oleh maksud dan motif hanya untuk mencari
keuntungan yang maksimal. Jika demikian yang terjadi, BUMN yang diprivatisasi
kepada modal asing hanya akan menjadi keuntungan bagi pihak modal asing,
sehingga dapat dikatakan manfaatnya akan berpindah kepada pihak modal asing,
bukannya ke rakyat Indonesia.

Seharusnya pemerintah tidak  menggunakan privatisasi terhadap
perusahaan Negara (BUMN) yang dimiliki oleh modal asing, karena tindakan
privatisasi tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi pemerintah maupun
rakyat Indonesia. Apabila kita lihat dari sudut pandang Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Privatisasi BUMN
kepada Modal Asing kontradiktif dengan jiwa pasal ini.Sebab BUMN tidak
lain pengelola sumber daya yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak,
sehingga apabila perusahaan Negara (BUMN) diprivatisasi oleh Modal Asing
tentu sangat merugikan rakyat.
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